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KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 317 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 1483 TAHUN 2013 TENTANG
PENETAPAN BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK BIAYA PERSONAL

PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA T1DAK MAMPU
MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1483 Tahun 2013,
telah ditetapkan bantuan sosial dalam' bentuk uang untuk biaya
personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu
melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013, terdapat perubahan alokasi besaran bantuan sosial
dalam bentuk uang untuk biaya personal pendidikan bagi peserta
didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun
Anggaran 2013, sehingga Keputusan Gubernur Nomor 1483 Tahun
2013 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan
penyempurnaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf P.I perlu menelapkan Keputusan Gubernur tentang
Perubahan Atas r'\eputusan Gubernur Nomor 1483 Tahun 2013
tentang Penetapan Bantuan Sosial Dalam .sentuk Uan9...Untuk Biaya
Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu
Melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2013;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerati sebagaimana telah bebera8a kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 08;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tenta':lg Pemerintahan
PrOVInSI Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagal Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

6. Undang-Undang Nomor 12' Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
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7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali aiubah terakhir aengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012; . .

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Da~rah;

16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

17. Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan;

18. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya
Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu
Melalui Kartu Jakarta Pintar;

20. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan
Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2013 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2013;

22. Keputusan Gubernur Nomor 1483 Tahun 2013 tentang Penetapan
Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Biaya Personal
Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui
Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2013; .

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR NOMOR 1483 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN
BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK BIAYA PERSONAL
PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR TAHUN ANGGARAN 2013.
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Pasall

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Gubernur Nomor 1483 Tahun
2013 tentang Penetapan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk
Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak
Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2013, diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan diktum KESATU diubah, sehingga diktum KESATU
berbunyi sebagai berikut :

KESATU : Menetapkan bantuan sosial dalam bentuk uang untuk
biaya operasional pendidikan bagi peserta didik dari
keluarga tidak mampl.! melalui Kartu Jakarta Pintar
(KJP) Tahun Anggaran 2013 dengan nama-nama
penerima dan rincian besaran sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

2. Ketentuan diktum KEDUA diubah, sehingga diktum KEDUA berbunyi
sebagai berikut :

KEOUA : Biaya bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU dialokasikan pada DPA Badan
Pengelola Keuangan Oaerah selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Oaerah Tahun Anggaran 2013
sejumlah Rp 823.365.720.000,00 (delapan ratus dua
puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh
ratus dua puluh ribu rupiah).
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Tembusan:

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Maret 2014

~

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta
2. PIt. Sekretaris Daerah Provinsi OKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Masyarakat

Sekda Provinsi OKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi OKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Oaerah

Provinsi OKI Jakarta




